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MAGELANG - Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang turut hadir dalam
kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Tugas Fungsi Deputi Bidang Koordinasi
Hak Asasi Manusia (HAM) yang diselenggarakan oleh Kamtir Wilayah
Kementerian Hukum, Kamis (06/11/2025).

Kegiatan yang bertempat di Aula Kresna Basudewa, Kanwil Kementerian Hukum
Jawa Tengah ini bertujuan memperkuat sinergi antar instansi pemerintah dalam
pelaksanaan dan pemantauan penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan
HAM di lingkungan kerja masing-masing. Dalam kegiatan tersebut, Lapas
Magelang diwakili oleh Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik
(Kasi Binadik) Waskito Budi Darmo.
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Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan arahan dan materi langsung dari
Deputti Bidang Koordinasi HAM, Bapak Ibnu Chuldun yang menekankan
pentingnya kolaborasi dan komunikasi lintas lembaga untuk mengoptimalkan
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang HAM.

"Melalui forum tersebut, setiap satuan kerja, termasuk jajaran pemasyarakatan,
diharapkan mampu menyelaraskan program kegiatan dan kebijakan nasional,"
ungkapnya. 



Perwakilan dari Lapas Magelang, Waskito Budi Darmo, menyampaikan bahwa
kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen jajaran
pemasyarakatan dalam menjunjung tinggi prinsip HAM, khususnya dalam
pelayanan terhadap warga binaan.

Lapas Magelang berkomitmen untuk terus mengedepankan nilai-nilai
kemanusiaan, keadilan, serta transparansi dalam setiap proses pembinaan dan
pelayanan publik.

Dengan adanya kegiatan sinkronisasi dan koordinasi ini, diharapkan terbangun
sinergi yang lebih solid antarinstansi pemerintah dalam mengimplementasikan
kebijakan HAM secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Lapas Magelang menegaskan siap mendukung setiap langkah pemerintah dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan dan
perlindungan hak asasi manusia.

(Humas Lapas Magelang)


